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Kotabaru (ANTARA) - Direktorat Koordinasi dan Supervisi Wilayah III Komisi 

Pemberantasan Korupsi (KPK) Republik Indonesia menggelar Rapat Koordinasi dan 

Pemantauan Program Pencegahan Korupsi Tahun 2024 dalam rangka Monitoring Center 

For Prevention (MCP) KPK di lingkungan Pemerintahan Kabupaten Kotabaru. 

Inspektur Kotabaru H Ahmad Fitriadi Fazriannoor, menjelaskan, kegiatan ini fokus pada 

koordinasi, konsultasi dan bimbingan dari Satgas Korsup MCP KPK yang dipimpin 

Ketua Satgas Korsupgah wilayah III KPK Maruli Tua. 

"Saat ini membahas optimasilisasi pajak daerah dan penuntasan aset bermasalah termasuk 

penyelesaian sertifikasi lahan milik Pemda Kotabaru," katanya, melalui siaran pers, Slasa, 

(28/5/2024). 

Dia mengungkapkan, Pemkab Kotabaru melalui Bappenda mengoptimalkan pendapatan 

daerah, pertama dengan memperbaiki data wajib pajak, dan yang kedua memperbaiki 

sistem aplikasi pemungutan pajak dan yang ketiga  meningkatkan kualitas sumber daya 

manusia. 

"Termasuk harus makin gencar mensosialisasikan kepada wajib pajak untuk bisa 

menepati kewajiban membayar pajak pada Pemerintah Daerah, di harapkan dengan 
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adanya kegiatan pengoptimalisasi ini Pendapatan Daerah menjadi lebih baik sesuai 

dengan target yang telah ditetapkan Pemda," Jelasnya. 

Terkait dengan aset bermasalah milik Pemkab Kotabaru, Ia menjabarkan, pada 2022 

memang sudah ada audit dari BPK yang merincikan persoalan-persoalan apa saja yang 

terkait dengan permasalahan aset, termasuk sertifikasi lahan aset milik Pemerintah 

Daerah Kotabaru. 

"Ada 2 SKPD Pemangku yaitu, BPKAD di Bidang Aset, dan ke- 2 Perkim untuk 

sertifikasi lahan dan PSU.  2 SKPD ini diharapkan oleh KPK untuk bersinergi terutama 

dengan ATR/BPN yang mengelola sertifikasinya pertanahan aset milik Pemerintah 

Daerah Kotabaru," ujarnya.  

Diharapkan dalam kurung waktu 2024-2025 ini aset-aset yang bermasalah sudah tuntas 

atau selesai dalam konteks ini KPK melakukan monitoring berkolaborasi dengan 

Inspektorat.  

Melakukan upaya optimal untuk mengandeng teman-teman (SKPD) sehingga 2 hal ini 

terutama optimalisasi pajak dan penyelesaian aset Pemerintah Daerah yang bermasalah 

bisa selesai. 

Dalam konteks ini KPK melalui Korsup pencegahan tindak pidana korupsi mengawal 

proses ini. 

"Harapannya agar semua pihak terutama SKPD pengampu untuk optimalisasi pajak baik 

itu Bappenda dan untuk aset  adalah BPKAD serta dinas Perkim, agar selalu bersinergi 

terutama dengan Instansi vertikal di Kotabaru, seperti Kantor Pajak dan ATR/BPN 

Kotabaru," terang dia. 

 

Sumber berita: 

1. https://kalsel.antaranews.com/berita/416133/kpk-ri-rakor-cegah-korupsi-di-

pemkab-kotabaru, 28 Mei 2024.  

2. https://kalselpos.com/2024/05/28/tim-satgas-kpk-ri-laksanakan-rakor-di-

kotabaru/,  28 Mei 2024. 

 

Catatan: 

Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana 

Korupsi sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 

tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan 

Tindak Pidana Korupsi: 

a) Setiap orang yang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri 

sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan 

negara atau perekonomian negara, dipidana penjara dengan penjara seumur hidup 
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atau pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) 

tahun dan denda paling sedikit Rp. 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dan 

paling banyak Rp. 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) (Pasal 2 ayat (1); 

b) Setiap orang yang dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau 

suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada 

padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara 

atau perekonomian negara, dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau 

pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun 

dan atau denda paling sedikit Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dan 

paling banyak Rp. 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) (Pasal 3); 

c) Selain pidana tambahan sebagaimana dimaksud dalam Kitab Undang-Undang 

Hukum Pidana, sebagai pidana tambahan adalah : a. perampasan barang bergerak 

yang berwujud atau yang tidak berwujud atau barang tidak bergerak yang 

digunakan untuk atau yang diperoleh dari tindak pidana korupsi, termasuk 

perusahaan milik terpidana di mana tindak pidana korupsi dilakukan, begitu pula 

dari barang yang menggantikan barang-barang tersebut; b. pembayaran uang 

pengganti yang jumlahnya sebayak-banyaknya sama dengan harta benda yag 

diperoleh dari tindak pidana korupsi; c. penutupan seluruh atau sebagian 

perusahaan untuk waktu paling lama 1 (satu) tahun; d. pencabutan seluruh atau 

sebagian hak-hak tertentu atau penghapusan seluruh atau sebagian keuntungan 

tertentu, yang telah atau dapat diberikan oleh Pemerintah kepada terpidana.  

Jika terpidana tidak membayar uang pengganti paling lama dalam waktu 1 (satu) 

bulan sesudah putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, 

maka harta bendanya dapat disita oleh jaksa dan dilelang untuk menutupi uang 

pengganti tersebut.  

Dalam hal terpidana tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk 

membayar uang pengganti, maka dipidana dengan pidana penjara yang lamanya 

tidak melebihi ancaman maksimum dari pidana pokoknya sesuai dengan 

ketentuan dalam Undang-undang ini dan lamanya pidana tersebut sudah 

ditentukan dalam putusan pengadilan. (Pasal 18). 
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